Sarana Prasarana Terbatas, Pengadilan Negeri Pelaihari Langsung Bangun Ini
Setelah Dapat Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten
LU & ! - '
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Keterbatasan sarana dan prasarana masih menyelubungi Pengadilan Negeri (PN)
Pelaihari, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel). Karena itu Ketua
PN Pelaihari Iriaty Khairul Ummah mengutarakan apresiasi tinggi dan terimakasihnya
kepada Pemkb Tala yang membantu dana hibah. Dana itu pun langsung dimanfaatkan
untuk membangun pos pengamanan.

"Perhatian Pak Bupati sangat luar biasa, juga ketua DPRD Tala. Begitu saya
menyampaikan, langsung direspons beliau, padahal kemarin itu waktunya sudah mepet
sekali," ucap Iriaty, Senin (27/6/2022).

Ungkapan itu langsung ia utarakan di hadapan Bupati Tala HM Sukamta dan
Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin H Muhammad Idroes seusai prosesi peletakan
batu pertama pembangunan rehabilitasi/sarana prasarana di lingkungan PN Pelaihari.

Secara bergantian ketiganya melakukan pengecoran perdana pondasi untuk
pembangunan pos pengamanan tersebut. Fasilitas baru berukuran sekitar 6x4 meter ini
terletak di sisi kiri depan dekat pintu masuk lingkungan kantor PN tersebut. Ketua PT
Banjarmasin mendapat kesempatan pertama, dilanjutkan Bupati dan diakhiri oleh Iriaty.

Kajari Tala Ramadani, Dandim 1009/Tanah Laut Letkol Inf Arlutfi Noergroho
dan perwira Polres Tala turut menghadiri peletakan batu pertama tersebut. Sedangkan
jajaran pejabat teras Pemkab Tala yang hadir antara lain Kadis PUPRP Tala H Agus
Sektyaji, Kepala Bappeda Tala Andris Evony, dan Kepala BPKA Tala M Darmin. Iriaty
mengatakan masih cukup banyak sarana prasarana yang diperlukan di PN Pelaihari. Di
antaranya area parkir, taman, hingga ruang sidang. Bahkan beberapa bangunan yang ada
saat ini juga telah saatnya direhabilitasi.

"Sarana prasarana yang kami miliki memang sangat terbatas. Namun demikian
tak menyurutkan semangat kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para
pencari keadilan di daerah ini," tandasnya.

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 1


https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Ketua-PN-Pelaihari-Iriaty-Khairul-Ummah-melakukan-peletakan-batu-pertama.jpg
https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Ketua-PN-Pelaihari-Iriaty-Khairul-Ummah-melakukan-peletakan-batu-pertama.jpg
https://banjarmasin.tribunnews.com/tag/pn-pelaihari
https://banjarmasin.tribunnews.com/tag/dana-hibah
https://banjarmasin.tribunnews.com/tag/pn-pelaihari
https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Ketua-PN-Pelaihari-Iriaty-Khairul-Ummah-melakukan-peletakan-batu-pertama.jpg

Dikatakannya bantuan dana hibah dari Pemkab Tala sangat bermanfaat untuk
melengkapi sarana prasarana yang ada di PN Pelaihari. "Tentunya adanya bantuan
dana hibah yang kami manfaatkan melengkapi sarana prasarana dapat mendukung kami
menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," ucap lIriaty.

Sementara itu Ketua PT Banjarmasin H Muhammad Idroes berharap Pemkab
Tala dapat terus mengawal hingga tuntas pembangunan sarana prasarana fisik tersebut.
Dengan begitu tak terjadi permasalahan pascapekerjaan berakhir. Bupati Tala HM
Sukamta menegaskan pemerintahannya sangat mendukung semua pihak yang turut
memberikan pelayanan kepada penduduk Tala.

"Kami tidak memandang instansi vertikalnya, tapi bahwa keberadaannya di Tala
dan memberikan pelayanan kepada rakyat kami. Jadi, sudah selayaknya kami memberi
dukungan dan membantu," tegasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Berawal dari permohonan Polres
Banjar sebagai bagian dari kegiatan pemerintahan khususnya dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Banjar, dituangkan dalam perjanjian hibah
tanah dan bangunan antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Polres Banjar.

Bupati Banjar H Saidi Mansyur berharap momen ini menjadi langkah yang baik
dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja Polres Banjar. “ Kami
juga memohon kiranya Polres Banjar mendukung dan membantu Pemkab Banjar dalam
mengambil langkah serta kebijakan strategis yang dapat mendorong percepatan
pembangunan dan kesejahteraan,” ajak Saidi di ruang kerja Bupati, Senin ( 06/06 ) pagi.
Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso menjelaskan, hibah terkait tanah yang
lokasinya di belakang Polres Banjar seluas 2000 meter persegi lebih. “ Nantinya disana
akan dibangun Mall Pelayanan Terpadu Polres Banjar yang juga akan melayani
keperluan masyarakat Kabupaten Banjar,” Jelas Doni.

Doni Hadi juga sampaikan apresiasinya kepada Pemkab Banjar atas disetujuinya
hibah lahan tersebut, karena diketahui bersama saat ini Polres Banjar dengan lokasi
yang sempit sehingga dalam hal pelayanan kepada masyarakat masih belum maksimal.

Adanya penambahan lahan ini, dinilai sangat membantu pihaknya dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini ditandai dengan
penandatanganan hibah oleh Bupati, Kapolres dan Sekda Banjar. Penandatanganan
hibah juga dihadiri Kepala BPKPAD Banjar Ahmad Zulyadaini dan sejumlah
undangan.
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Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB | Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
huruf c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB Il ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
C. Pendapatan Daerah
Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Huruf a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;

2. Huruf c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang
berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan
usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Huruf d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak
berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran
atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak
menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

4. Huruf e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun
2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. Angka 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
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secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Angka 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan
pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Angka 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran,
program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah
dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.

4. Angka 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci
menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan
sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk
belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk
menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah
daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Angka 5) Belanja hibah diberikan kepada:

a. Huruf a) pemerintah pusat

1) Angka (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja
dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah
kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

2) Angka (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih
pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Angka (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi
urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat
memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu
tanda penduduk elektronik.

4) Angka (4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk
elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD
maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.

5) Angka (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan
1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
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b. Huruf b) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya
diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Huruf ¢) BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

d. Huruf d) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam
rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari
Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang
atau jasa.

e. Huruf e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia
1) Angka (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari

kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Angka (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan

persyaratan paling sedikit:

a) Huruf (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;

b) Huruf (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa
setempat atau sebutan lainnya; dan

¢) Huruf (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar
wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian
sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah
pemberi hibah.

3) Angka (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan

dengan persyaratan paling sedikit:

a) Huruf (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan
hukum dan hak asasi manusia;

b) Huruf (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
Daerah yang bersangkutan; dan

¢) Huruf (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
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d) Huruf (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan
keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan
keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

6. Angka 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
a. Huruf a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. Huruf b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
c. Huruf c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1) Angka (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih
pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2) Angka (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3) Angka (3) partai politik dan/atau

4) Angka (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

a) Huruf d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.

b) Huruf e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

7. Angka 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada
Kepala Daerah.

8. Angka 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.

9. Angka 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan
peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat,
pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:
» Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah
Daerah
v' Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak
atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau
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sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan
dilakukan melalui perjanjian.
v’ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
v Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
v Pasal 4
(1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a dapat berasal dari:
a. Pemerintah;
b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
v Pasal 19

(1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau
pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk
kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk
kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

v’ Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah
dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

v’ Pasal 29

(1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan
pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan
menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.
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